BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UHUM

Alamat : JI. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email . bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare
Nomor  : 179/PM.00.02/K.SN-24/09/2024 04 September 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal . Imbauan

Yth. Ketua KPU Kota Parepare

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-
XVI11/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

11.Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawasliu/
PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

12.Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

13.Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran

Pasangan Calon.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Parepare , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2024
(a) Pasal 30 huruf (a),angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
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Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
(3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;

(4) proses dan penetapan calon;

(b) Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan
wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan
di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;

d. Proses penetapan calon;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota:
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, berbunyi:
Pasal 2
(1) Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
tahapan yang meliputi:
a. pendaftaran pasangan calon;
b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. penetapan pasangan calon.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh
Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon
Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon

s%suai dengan prosedur.
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Pasal 21

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan
atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan
persyaratan pasangan calon Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

. Peraturan mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

dan menyampaikan informasi setiap tahapan dalam Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-

Undang, yang berbunyi:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara,

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada
masyarakat.

. Peraturan mengenai tahapan penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian

administrasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi:

Pasal 50

(1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi
kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan
dani masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota.
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(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan paling lama 7 (tujuh) han sejak penutupan pendaftaran
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
secara ftertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau
pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah
penelitian selesai.

(4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak
memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan
calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota
diterima.

(b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

Pasal 4 ayat 4

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. penelitian persyaratan administrasi calon;

b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan

c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

Pasal 114
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian
persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 ayat (2) ke dalam berita acara.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenitahukan
kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat

2 (dua) Hari setelah penelitian selesai.

Pasal 115
(1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan
administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan

memenuhi syarat.
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(2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan
administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud

dinyatakan belum memenuhi syarat.

5. Ketentuan terkait sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran sub tahapan
penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Parepare pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 termuat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 187 bagian c

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka
penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubemur,
Wakil Gubemur, Bupati Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 193A ayat 2

Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat
dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau KPU Kota

Parepare untuk:
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1. Memastikan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon
walikota dan wakil walikota, terlaksana sesuai dengan jadwal pada Lampiran 1
PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yakni Kamis, 5 September sampai dengan Jumat, 6
September 2024;

2. Memastikan klarifikasi berkas, baik atas dasar tanggapan masyarakat maupun
saran perbaikan dari Bawaslu dapat dilakukan sesuai dengan tata cara,
mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan;

3. Memastikan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi

tersampaikan kepada pasangan calon dan/atau tim pemenangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

o
/

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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